
BUPATI SUMBAWA BARAT 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 
NOMOR 60  TAHUN 2023 

TENTANG 
PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

’ 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah 

Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa 

* paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi 

penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 

Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2023 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat Tahun Anggaran 2023. 
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Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6858); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 215); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

2022 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 8); 

14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 57). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN 

SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024. 

-3-



BAB1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom,; 

3. Bupati Adalah Bupati Sumbawa Barat; 

4. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat; 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan; 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

BAB II 

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

(1) BHPDRD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk setiap Desa; 
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(2) BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 

Rp.7.213.000.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga belas juta rupiah); 

(3) Rincian BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

’ ini. 

(4) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun berkenaan maka akan 

disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 

berjalan atau perhitungan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tahun berikutnya. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

Ditetapkan di Taliwang 

pada safiggal, 3o 2023 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 

NOMOR 60  TAHUN 2023 

TANGGAL 31 D: tox 2023 

TENTANG 

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

‘TAHUN ANGGARAN 2024 

DAFTAR RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 

' 
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